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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang

Mengingat

- a.

" Nomor 6573);

bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Gubernur
Nomor 31 Tahun 2021 tentang Produk Hukum Daerah, perlu
melaksanakan perencanaan penyusunan Peraturan Gubernur
yang ditunangkan dalam Program Pembentukan Peraturan
Gubernur Tahun 2022;

bahwa berdasarkan pertimbangaﬁ sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang
Program Pembentukan Peraturan Gubernur Daerah Khusus

~Ibukota Jakarta Tahun 2022;

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara
Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4744);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 292, Tambahan Lembaran. Negara Republik Indonesia
Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

. Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomeor 2036) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 80
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

| (Berita Negara Republik Indonesia Tatun 2018 Nomor 157);



5. Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2021 tentang Tata Cara
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021 Nomor 72013);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PROGRAM
PEMBENTUKAN PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2022.

KESATU : Program Pembentukan Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota
Jakarta Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan
Sekretaris Daerah ini.

KEEMPAT  : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlakuy pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2021

Tembusan:

Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
Provinsi DKI Jakarta
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Pengelolaan Arsip Daemh

PROGRAM PEMBENTUKAN FERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2022

Dinss Perpustakaan dan Kearsipan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEXRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NoMOR 150 TAHUN 2021

TENTANG .

PROGRAM FEMEENTUKAN PERATURAN GUBERNUR PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2022

ta.h ercla Nomor 4 Tabun 2017 Tentang Kearsipan Daerah

Triwulan 1V

2 |Sarens dan Prasarana Kearsipan

3 |Wajib Serah Arsip/Dokumen Daerah

4 |Perizihan Bernsaba dan Non Berusahs

5 {Kewajiban PFembangunan

6 |Insentif dan Disinsentif Pemanfaatan Raeng

7?7  |Perubaban Atas Peratiran Gubernur Nomor 135

8  |Penganlihan Hak Membangun

Pertanahan

|Zenasi, dalam penetapan sanks; pemanfaatan roang memeriukan mekanisme

terperinci terkait pengenasn sanks} pelanggaran pemanfeatan ruang, tidak
hanya pada objek pelangparan bertpa bangunan gedung

Dinas Perpustaliaan dan Kearsipan Perintah Perda Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kearsipan Daerah Triwulan III
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Ferintah Perda Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kearsipan Daerah Triwulan [V
Dines Cipta Karya, Tata Ruang dan U No. 11 Tahun 2020 teniang Cipta Kerja beserta perattiran turunannys Triwulan II
FPertanahan Revisi Pergut 118 Tahun 2020 tentang Izin Pemanfaatan Ruang
Dinas Cipte. Karya, Tata Ruang dan Perlunya bengaturan terkait mekanisme penerapan kewgjiban pembangunan Triwnlan In
Pertanahan sebagal bentuk kontribusi Boteng rayong warga DKI Jakarts dalam
mewijudkan penyedisan prasarana pelayanan umum natuk kepentingan
publik
Dinas Cipta Korya, Tata Ruang dan Ferlunya pengaturan mendetail dan operasional terkait melanisme penerapan Triwulan I
Pertanahan - Insentlf dan Disinsentif Pemanfaatan Rueng dalam mewnjudkan
Pembangunan kota yang lebih berkeadilan
Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Alcibat tingginya dinamika pembangunan dan perlu dilakulkannya sinkronisasi Trivulan I1
Tahun 2019 tentang Pedoman Tats Bangunan Pertanahan prosedur penyelengparaan hangunan gedung serta banginan prasarena, maka
periu dilalevkan peninjauan atas Pengaturan Pergub Ng, 135 Tahun 2019
tenteng Pedoman Bangunen Gedung dengan muatan yang semakin
Aisempurnakan untul menyesuaikan kondisi saat jni
Dinas Cipta Karys, Tata Ruang dan Berdaearkan Perda No. 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tats Ruang dan Triwulan I
Pertanahan Peraturan Zonasi yang menyebut salah satu bentuk Teknik Pengatran Zonasi
{TPZ) kode b yaitu Pengalihan Hal Membangun (TDR), merarlukan pengatoran,
yang lebih mendetail den kebib, gperasonal
9  |Pengensan Sanksi Pelanggaran Pemenfaatan Ruang Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Perda No. 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detadl Tata Ruang dan Feraturam Triwulan Ift




Rencana Detail Tata Rueng

Dinas Cjpta Katya, Tata Ruang dan
Pertanahan

v 258

UU Ne. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kezja beserta peraturan turunannys,
mengibeh format Rencana Detail Tata Ruang menjadi setara Peraturan Kepala
Dagrah, dan perlu dflabarkanmya penyempurnaan pengativan untuk dapat
menyesvaikan dengan dinamika yang terjadi baile dari intermal maypua
eksternal

11

Perubahan Atas Peraturan Gubsmur Nomor 12 Tehun
2020 tentang Tata Caxa Pementthan Kewajiban Dari
Pemegang Izin dan/atan Non Izjn Pemanfaatan Ruang

Dinas Cipta Karya, Tets Fuang dan
Pertanshan

UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta peraturan turmnannys
Revisi Pergub 12 Tahun 2020 tentang Tata Cars, Pememuhan Kewajiban dari
Pemegang Tzin dan/atau Non Jzin Pemanfaatan Ruang

Triwulan I

12

Penyranaian Administrasi Perfzinan pada Bangunen
Eksisting dengan Fungsi Penyeienggaraan Kegiatan
Pendidikan, Pelayanan Kesehatan dan
Keagamaan/Pribadatan

Pertanahan

Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan

Dalam rangka menduking pemenuhan hak dasar bagl warga kota Jakarta
dalam mendapatkan pendidikan dan pelayanan keschatan yang layal serta
kemudahan dalam menjalankan peribadatar menungt agama dan
kepercayann masing-masing, malka diperlukan dukungan regulasi terhadap
penyelengparaan kegiatan pendidikan, keschatan dan keagamaan/ peribadatan
yang telah beroperasional den secara nyata telah memberiican manfaat bag
warga Jakarta

Triwulan TI

13

Tata Cara Distribusi Akses dan Aset Program Reforma
Agraria

Binas Cipta Karya, Tata Ruang dan
Pertanahan

Sebagai tanjutan dari policy brief yang disusun oleh Tim RISPRO Ul {output
PKS UI dan Pemda DK Jakarts) serts belum adanya aturan yang memuat tata
cara, distribusi aset dan akses yang spesifil mengensi peningleatan lualitas
kampung melalui Reforma Agraria di perkotaan

14

Panduan Rancang Kota Area Dalam Tembok Kota Tua

Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan,
Pertanshan

Menindzldanjutl Ferde Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Rueng
Wilayah 2030

Trivwulan T

13

Panduan Rencang Kota Kawasan Berocientasi Transit
Bundaran HI

Dinas Cipta Karva, Tata Ruang dan
Pertaniahan

Menindakianjuti Peraturan Gubernur No. 67 Tahun 2018 tentang
Fenyelenggaraan Kawasan Berorientasi Transit, pasal 16, setelah ditetapkan
sebagal Pengelola Kawasan mala Pengelola Kawssan hars Menyusun
Panduan Rancang Kota dan dilaksanaken sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan. Serta menindaklanjuti Peraturan Gubernur No, 65
Tahun 2021 tentang Perubshan Atas Peratumn Gubermnur Mo. 15 Tahun 2020
fentang Pesugasan PT. MRTJ sebaged pengelola Kawasan Berorientast Transit
Koridor Utara -Selatan MRT.,

18

Fanduan Rancang Koia Kawasan Berorientasi Transit
Pegangsaan Dua

Dinas Cipta Karys, Tata Ruang dan
Pertanahan

Triwulan 111

Menindaldenjuti Peraturan Gubermur No. 67 Tahun 20 19 tentang
Penyelenggaraan Kawasan Herorentasi Transit, pasal 16, setelah ditetapkan
sebagai Pengelola Kewasan maka Fengelola Kawasan harig Menynsun
Fanduan Rancang Kota dan dilaksanalean sesuai dengan Fetentnan peraturan
Perindang-undangan. Serta menindakianjuti Keputusan Gubernur Nomar
1262 Tahun 2020 dengan salah saty target KD adalah Penynsunan Panduan
Rancang Kata Kawasan Berorentasi Transit Pegangsanan Dua.

Triwulan IT]




Panduan Rencang Kota Kawasan Berorjentasi Transit Dinas Cipta Karya, Tata Rusng dan Menindaldanjut Peratiran Gubernur No, 67 Tahun 2019 tentang Triwulan I
Fulomas Pertanahan Fenyelenggarann Kawasan Berorientsst Transit, pasal 1, setelah ditetapkan
stbagai Pengelola Kawasan maka Pengelola Kawasan hariis Menyusun
Panduan Rancang Kota dan dilaksenskan sceuaf dengan ketentuan peraturan
perundangundangan. Serta wmenindsklanjuti Keputusan Gubernur Nomor
1263 Tahun 2020 dengan salah sat target KSD adalah Penyusunan Panduan
Rancang Kota Kawasan Berorientasi Transit Pulpmas,
18 |Panduan Rancang Keta Kawasan Sentra Primer Tanah |Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Mewadahi peoyesualan rencana pembangunan di dalam Kawasan Sentra Triwulan II
Ahang Pertanahan Primer Tanah Abang dan renyesnaien pemanfaatan ruang terkait dengan
adanya rencena pembangunan baru dalam kawasan,
19 |Insentf Pembangunan Rumah Suson Umum Milk Dinas Cipta Karya, Tata Rueng dan Delam rangls percepatan pemennhan hunian layak dan terjangkay di Jakarta Trisvulan I
Tanpa Uang Muks dan Rumah Susun Umum Sewsa Pertanahan perlu pelibatan Peleju Usaha dalam penyediasnnya, sehingga pertu disusun
Oleh Pelaku Pembangunan keebijalran berups pemberian insentif kepada Pelaku Usaha yang menyediakan
Ruinzh Susun
20 |Pengensan SenksiPelanggaran Penyelenggarsan Dinas Cipta Xarya, Tata Ruang dan 1, Peratitran Gubernur No, 128 Taknn 2010 sudah Hdak relevan dengan SOTK Triwulaz IT
Bangunan Gedung Pertanahan dinas CKTRP
2. Penyesitaian terhadap TIUCK
21 iPengembalian Pemenuhan Intensitas Bangunan Dinas Cipta Karya, Tata Ritang dan 1. Berdasarkan Fasal 63 humuf [h) UTJ Wo. 26 Tahun 2007 tentang Penatasn Triwulan JI
Pertanahan Ruang dan Pasal 613 Ferda No. 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata
Ruang dan Peraturan Zonasi yang menyebut bahwa setiap keglatan
) pemanfaatan Miang wajib memenmbi intensitas pemanfaatan ruang, Apahila
dalam pelaksanaan pembangunan terjadi pelanggaran pembangunan namasn
tidak bise dilaksanakan kegiatan pembonglkaren maks pelanggar hangunan
wajlb mengembalikan intepnsitas bangunan yang dilanggar tersebut,
2. Berdasarican Pasal 202 PP No. 21 Tahun 2621 tentang Penyelenggaraan
Penatzan Ruang yang menyebut hahwa pemulihan fungsi ruang menjadi
tanggung jaweb pibak yang metanggar untuk mengembalikan sesnai fungsi
yang ditetapkan dalom RTR.
22 |Tata Cara Pengenaan dan Perhitungan Denda Dinas Cipta Karya, Tate Fuang den Delegasi dalam Pasal 159 ayat (4} PP No, 21 Tahun 2021 tentang Triwulan IIT
Administratif Pelanggaran Pemanfaatan Rnang Pertanahan Fenyelenggaraan Penataan Ruang yang menyebut bahwa bentuk dan cara
perhitungan denda administratif diatur lebih lanjut dalam peraturan kepala
dacrah.
23 |Pernbahan Atas Peraturan Gubernur No, 123 Tahun | | Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Menyesuaikan dengan perundang undangan yang berlakn sesuai dengan Frivnalan I
2017 tentang Pengelolaan dan Kebutuhan Sarana dan  |Anak dan Pengendalian Penduduk klasifikasl, kodefikrsi, urusan yang dimalogud, Yang mengacy pada
Prasarsna Ruang Publik Terpadu Ramah Anak Permendagri No,90 Tahun 2019
24 |Perubahan Atas Peraturan Gubsrnur No, 93 Tahur Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Ingub Ne. 2 Tahun 2019 tentang Sinkronisasi dan Integrasi Pelayanan Triwulan I
2020 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dats, Anzk dan Pengendalian Penduduk K¢scjahteraan Ketuarga Satu, Pinty
Keiuarga Satu Pintw :




Ak
FPerubahan Atas Peraturan Gubernur No. 22 Tahun
2019 tentang Permbahan Atas Pergub Nomar 60 Tahun
2017 tentang Pelaksansan Kegiatan Pemberdayaan
Masyarakat melalui Gerakan Pemberdayaan
Kesejahterasn Masyarakat

Dinas Pemberdayaan, Perlindungan
Anal dan Pengendalian Penduduk

iy

Permendagri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui
Geraltan Pemberdayazn dan Kesejahteraan Kelnarga

26

Penyelesainn Fiutang Dana Bergulir Perberdayaan
Ekonomi Masyarakat Kelurahan

Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Tindak Lanjut rekomendasi BPK pada lapuran hasil pemeriksaan atas
pendapatan dan belanja daerah pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah serta Perdagangan Provinsi DKL «Jakaris Tahun anggaran 2015 dan
2016 Nomer 23/LHP/XVILJKT-XVILJKT.4/ 12/2016

Trmualan, ]

27

Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Koperasi,
Usaha Kecil dan Menengah dan Industt Keell dan,
Menengah

Dinas Perindustrian, Perdagangsn,
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Tindek Lenjut saran BPKP pada Laporen sudit kirsrja pelayanan pemerintah
daerah Bidang Koperasl dan UMEM tahun 2018 =.d Semester 1 tahmp 2019
{3¢ Juni 2019) peda Pemerintah Provingi DKI Jakarta nomor LHAK-

553 /PW09.3/2019 tanggal 25 Qktober 20 10

Triwulan I

28

Kemetrologian

Dinas Perindustrian, Perfiagangan,
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Peraturan pusat tentang metrologt legal sudah ada ketentuannys melalui
Peratiiran Menteri Perdagangan. Xegiatan kemetirologian dilimpahkan ke
Kebupaten/Kota, namun Provingi DKI Jakarts, dengan kekhususannya belum
mengatur tentang kemetrologian.,

Trivnlan II

29

Ketentuan Terif Layanan di Unit Pengelola Kawasan
Pusat Pengembangan Usaha Keell dan Menengah Serta
Permulkdman Pulogadung Provinsi DKI Jakerta

Dinas Ferindustrian, Perdegangan,
Koperasd, Usaha Kecil dan Mengngah

Tindak Lanjut Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu (PDT) BPK Tahun 2015,
sesuai Keputusan Gubernur Nomor 52 Tahun 2003, t=lah diatur mengenai
Ketentuan Sewa Kontrak Penggunasn Lahan darfatau fasilitas Kerja di
Lingkungan Perkampungan Industd Kecil {PIK) Pulagadung Dacrah Khyusus
Ihukota Jakarts, dalam Pelaksanaannys sudah tidak sesuai lagi dengen
pexkembangan saat ind

30

Pengembangan Kewirausghaan Terpadu

Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Tindak Lenjut Pemeriksaan Inspektorat terkait usulan, "Melakukan
penyempurnaan terhadap peraturan gubernur tentang petiyelenggarasn
Pengembangan Kewirausahaan Terpadu® B2AT:

1. Mengakomodasi ¥lansul yang mengatur mengensi penjenjangan peserta
PKT Wirausahe Maik Kelas serta nomenkiatur jenjang peseria PKT tersebut
berdasarkan skals: usahs dengan kyiteria wsgha sebagaimana distur dalam
Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 dan penetapan target wolkin
Yyang terukrur untuk pengembangan skala usahs peserta PKT Wirausaha Naik
Kelas, -

2. Mensyaratkan adanys izin ugaha nntuk dapat mengikut program
peningkatan kapasitas wiransaha lainnya maupun kegiatan dan fasilitasi
lainnya dalam pelaksanaan PKT bagi peserta FET yang telah memulaj atan
menjalani usahe namun belum memilild dzin vsaha,

Triwulen IT

i1

Dinas Perindusirian, Perdagangan,
Koperasi, Usaha Kedil dant Menengah

Feraturan Dacrah Namer 2 Tahun 2018 tentang Perpasaran, merinci
ketentuen pola kemitraan antare, pelaks usaha pusat perbelanjaan dan tokg

swalayan dengan UMKM, {khususaya Jakpreneus) yang ade di Peraturan
Daerah tersebut

Trivalan IT




i

Penyelenggaraan Sentra UMEM

Dinas Perindustrian, Perdagangan
Kopersi, Usaha Kecll den Menengah

Untuk meninghatkan kedudukan, peran dan potensi vsaha mikro, kecit d
mepengah dalam mevnjudkan pertumbuhan ckonomi, pemerataan dan
peringkatan ckonomi rakyat, penciptasn lapangan ketja dan pengentasan
kemisldnan, maka perln dilakukan upaya pemberdayaan dan pengembangan,
melalui penyelenggaraan sentra usaha mi¥re, kecil den menengah secara lebih
optimal, profesional dan betkesinambungan serta dapat tenntegrasi dengan,
kepariwi

33

Penataan, Femnbingan dan Pemberdaynan Pedagang
Kalki Lima

Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Revisl Peraturan Gubernur nomer 10 tahuan 2015 tentang Penetaan dan
Pembinagn Pedagang Kalei Lima karena dianggap sudsh tidak sesmzi lagi
dengan keadann dan kondisi saad ind, :

‘Triwulan I

34

Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatthan Koperasi,
Usaha Kecil dan Menengah dan [ndustrl Kecil dan
‘Menengah

Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi, Usaha Keeil dan Menengah|

Tindak Lanjut saran BPKP pada Laporan audit kinerja pelayanan pemerintah -
dacrah Bidang Koperasi dan UMKM tahwn 2018 s.d Semester 1 tahun 2019

{30 Juni 2019] pada Pernerintah Provinsi DKT Jakarta nomor LHAK-
353/FW09.3/2019 tanggal 25 Oktober 2019

‘Triwulan 1

38

Perubahan Atas Peraturan Guberntyr Nomor 208
Tahyn 2015 teatang Penataan, Pembinaan, )
Pengawasan dan Pengendalian Induste

Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi, Usahs Kecil dan Menengah

Adanya Perubahan Perda DEI Jakarta Nomor 4 Tahun 2018 tentang
Perindustrion, yang telsh masuk dalam propem Perda Tahun 2022, maka,
petlu ditindakdanjuti dengan edanya perubaban Pergub Nomor 208 Tahun
2015 sebagai produk hukum turunsn Perds dimaksud

Pengelolaen Sampah B3 Rumah Tangga

Dinas Linglungan Hidup

Sampah B3 rumah tangga merupakan Jjenis sampzh spesifik, hingga saat ini
belum adanys aturan deerah di wilayah DKI Jakarta khususuya mengenai
pengelolaan sampah B3 rumah tanggs, Sebagai amanat Peraturan Pemerintsh
Ne. 27 tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik dimana Gubernur
sebagai weldl pemetintah pusat harus melaiikarn, Pembinasn kepada dasrah
kabupaten/kata melalu disemings perda di bidang pengelolaan sampah.

Triwvilan ITT

37

Swategi Pengendalian Pencemaran Udara

Dinas Lingkungan Hidup

Penyusunan berdasarkan perugasan dalam Instrakai Gubernur Ne 61 Tebun
2020 tentang Tindak Lanjut Hagli Pemeriksaan Kinerja BFK R] atas
Pengendalian Pencemaran Udara dari sektor ranspertasi darat pada Pemprov
DKI Jakarta Tahun 201$ untuk menetapkan grand design Pengendslian
Pencemaran Udara dalam bentuk perencanaan meakro yang bersifat tdak
mengilat pihak di luar Pemprov DKI dan ditetapkan oleh Gubernur dalam
Tangls menyelenggarakan kewenangan pemerintah deerah,

Triwulan IIT

38

Standar Pelayanan Minimel Unit Pengelola Sampah
Terpadu,

Dinas Lingkungan Hidup

Ingub No. 49 Tahun 2021 tenteng Penyelesaian Isu Prioritas Daerah Tahun
2021 - 2022 dimana tercantum tarpet pembentukan BLUD Bidang
Persampahan yang menjadi langgungjawab Dinas Lingknngean Hidup. Salsh
sat syarat administrasi dari penerapan PPK BEUD adalsh penynsunan
Standar Pelayatian Minimal

Triwulan T




e : R
Tarif Layanan Unit Pengelola Sampah Terpady, Dinas Linglungan Hidup Ingub No. 49 Tahun 2021 tentang Penyelessian [su Prioritas Dagrah Tahun Triwmlan 11
2021 - 2022 dimana tercantum, target pembentulan BLUD Bidang
Persampahan yang menjadi tanggungiawab Dinas Linglasngan Hidup. Dalam
penerapan PPK BLUD, diperlukan standarisasi tarit layanan yang akan
dilakeukan oleh Unit Pengelola Sampah Terpadu yang ditetapkan dalam
Peraturan Gubernur
40  |Penerimean Pestrta Didil Barg Dinas Pendidikan Perintah Perundang-undangan; Regulasi turunan dari Permendilbud Triwylan I
41 [Teta Cara Perpindahan Peserta Didik Dinas Pendidikan Penyelenggaraan kewenangan daersh; Pergub DKI Jakarta No, 9 tentang Tata Triwulan It
Cara Perpindahan Peaerta Didik sudah tidal relevan dengan ketentuan
Permendikbud
42  [Komtrak Ketja Individu Pendidik dan Tenaga Dinas Pendidikan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Triwulan I
Kependidiltan
43  [Penugasan Gura Stbagai Kepala Sekolah Dinas Pendidikan Penyzlenggaraan kewenangan daeran Triwulan I
44  [Tarif Layanan Unit Produlsi Sekolah Menengzh Dinas Pendidikan Penyelenggaraan kewenangan daeran Triveulan 1
EKejurian Negeri BLUT
45 |Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubermur Nomor 42 |Dinas Pendidikan Penyelenggarann kewenangan daerah Triwulan I
Tahun 2017 tentang Tunjangen Kinerja Daerah Bagi
Kepala Sekolah, Wakil Xepala Sekolah, Gue,
Pengawas Sekolah, Penilik dan FPamang Belsjar
46  |Jakarts Sekolah Kolaborasi Dinas Pendidikan Peayelenggaraan Kewenangan Daerah Triwnulan I
47  |Pencabutan Peraturan Guberaur Nomor 36 Tahun Dvinas Pendidikan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPE Triwulan 7
2013 tentang Biaya Operasional Pendidikan pada -
Sekolah/Marmsah Swasta melalui Belanfa Hibah
Tahun Anggaran 2413
48  [Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nemor 254 Dinas Pendidikan Perlu pengaturan lebil lanjut terkait penyedisgn prasarana dan sarana Triwuian [T
Tahun 2014 tentang Penyediaan Prasarana den pendidikan
Sarana Pendidikan
40 |Perubahan Kedua atas Peraturan Guberour Nomor Dinas Pendidikan Tindak Lanjut Hasil Pernsriksann BPK Triwulan [
235 Tahun 2015 tentang Honorarum Gury Non
Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kependidikan Non
Pegawal Negeri Sipil pada Sekolah Negeri
50 |Perubahan Atas Peraturan Gibermor Nomor 57 Tahun |Dinas Pendidilean, Penyslenggaraan Kewenangan Dagrah Trivwulan I
2019 teniang Pendidik den Tenaga Kependidikan Non
Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Pendidilean Anak
Usta Dini Negeti dan Pusat Kegiatan, Belajar
Maayerakat Hegeri '




Standar Pelayanan Minimal Sekolah Menengah

Penyelenggaraan Kewenangan Deerap

Dinas Pendidikan
Kejurnan Negeri BLUD
32 |Perubaban Atas Ptraturan Gubemur Nomor 67 Tahun |Dinas Pendidikan Perintah Perundang-undangan; Regulasi turiman dan Peraturan Menteri Trowulan IV
2017 tentang Penyelenggaraan den Pengelolearn Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Alih Fungsi
Pendidikan Nonfermal Sanggar Kegiatan Belajar Menjadi Satuan Pendidikan Nanfsrmal Bejenis,
53 |Perubahen Atas Pergub 138 Tahun 2019 tentang Baden Kesatuan Bangsa dan Palitik Usulan hasil audfensi dari Anggota Foram Kewaspadaen Dini Masyarakat Trivwulan I1
Penyelenggarazn ¥ewaspadaan Dini i Provinsi Daersh Provinsi DRI Jakarts terkait perpanjangen masa bakt anggata Forum
Khsusu Ibukota Jakarta ) Kewaspadsan Dini Masyarakat Frovinsi DKT Jakarts
54  [Perubahan Atas Pergub 191 Tahun 2016 fentang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Usulen hasil audiensi deri Anggota. Forum Kewaspadaan Dini Masyaraltat Triwulan I
Perubahan Kedua atas Pergub No, 102 Tahun 2011 Provinsi DKI Jakarts terkait kenaikan honorarium Anggota Foruem
tentang Satnan Biaya Xhusus Kegistan Pembinaan Kewaspadaan Dini Masyarokat Provinsi DKT Jakarts
dan Pengembangan Badan Kesatuan Bangsa dan .
Poligk
55 }Perubahan Atas Perpub 135 Tshun 2012 tentang Tata |Badan Kesaman Banpsa dan Politik Usulan Tim Pemantanan Orang Asing, Organisasi Magyarakat Asing dan ‘Triwulan 11
Cara Pemantauan Orang Asing, Organisasi Masyarakat Tenaga Kerja Asing
Asing dan Tenaga Kerja Asing di Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta,
56 |Organisasi Kemasyarakatan Badan Xesatuan Bangsa dan Palitik Ferlu pengaturan Jebih lanjut terkaft Organisasi Kemasyaralutan -Iriwulan I
57  |Petunjuk Pelaksanasn Peivungutan Pajak Restoran Badan Pendapatan Dagrah Penyesualan Peraturan Pemerintah Republik Indonesfa Nomor 55 Tahun 2016 Trivulan III
tentang Ketentuan Umum den Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah
§8  |Petunjukt Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel Badan Pendapatan Daersh Penyesuaian Peraturan Pemerintah Republik [ndonesia Nomor 55 Tahun 2016 Triwwlan IT
tentang Ketentuan Umum dan Tats Carg, Pemungutsan Pgjak Dasrah
39 |Penghitungen Dasar Pengenaan Pajak Kendaraen Badan Pendapatan Daerah Berdasarkan Peraturan Dalam Negeri Tahun 2022 Triwulan 1
Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
60 |Penetapan Nilai Juel Obfek Pajak Bumni dan Bangunan |Badan Pendapatan Baerah Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun Triwutan I
Perdesaan dan Ferkotagn Tahun 2022 2011 tentang Fajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dap Perkotaan
61 |Nilai.Jual Objck Pajak 2021 Sunter-Pulogebang Badan Pendapatan Daerah Fasal 3 ayat (1) huruf c dan ayat {2) Pergub Nomor 17 Tabun 2021 Triwulan I1
62 |Bistem Manajemen Tiket Retribusi Deerah Badan Pendapatan Daerah Pasal 124 ayat (2) Perda Nomor 3 Tehun 2012 tentang Retribusi Daersh Priwaulan I
63 |Pengenann Pajalt Blimj dan Bangunan Perdesaan dan  |Badan Pendapatan Daeraly Pagal 4 ayaf {1} huruf b Perda Nomor 16 Tahnur 2011 tentang PBBE-P2 Triwillan 1
Perkotaan atas Ohjek yang Digufiakan untuk Kegiatan
Keagamaan




i it = i HEHEE T i >
Tata Cara Pembayaran, Pelaporan, Pelayanan den an Fendapaten Daerzh Penyelenggarann Kewenangan Pemprov yang dijabarken dalam KSD Tahun Triwlan }
Pengawasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan 2021 terkait Integrasi perubahan Data PEBR-P2 dari BPFHTE
Bangunan Secars Elektonik
65 |Pemhberian Pengurangan PBB-P2 Badan Pendapatan Daerah Sebagai pelaksanaan lebih lanjut ketentuan Pasal 37 ayat {2] huruf d, Pasal Triwulan I
42, dan Pasal 45 Peraturan Daersh Nomor 6 Tahun 2010 {entang Ketentuan
Umum Pajak Dacrab dan Persturan Dasrah Nomor 16 Tahun 2011 tentang
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
66 |Perubahan Alas Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahuon Badan Pendspatan Daerah KSh Triwulan 1
2014 tentang Penetapan Nilai Sewa Reklame Sebagai
Dasar Pengenaan Pajak Reldeme
57 |Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak. Badan Pendapatan Dacrah Berdasarkan Peraturan Pelaksana Darj Peraturan Pemerintah Nomor 6% tahun Trimnilan I
Diagrah . . 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfasatan Ingentst Pemungutan
Pgjak Dacrah dan Retribusi Daerah, serta menjamin Kepastian Hulaum
Pengaturan Pemberian Insentif Pemungitan Pejak Daerah Guna Lebih
Meningkatkan Kinerja Instans: Dalam, Pencapaian Target Penerimasn Pajak
Daerah -
68 [Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Dinas Kependudukan dan Perlu pengaturan lebih lanjui terkait Persyaratan dan Tate Cara Fendaftaran Triwulan 111
Pencatitan Sipil Pencataten Sipil PendudukK dan Pengatatan Sipil '
§¢ [Fetunjuk Pelaksanaan Penanaman Modal dan Dinas Penanaman Modal dan Ferintah PP Nomor & Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Trivulan I3
Felayanan Terpadue Sate Pinm Pelayanan Saty Pintu Berusaha di Dacrsh :
70  |Revisi Pevaturan Gubernur Nomer 132 Tghun 2007 Dinas Penensman Meds! dan Kegiatan Strategis Daerah Tahua 2021 yang masih menunggl peraturen pada Trivulan 1T
tentsng Izin Pelaku Teknis Bangunan Pelayanap Satu Pintu tingleat pemerintah pusat
71 [lzin Belajar, Ujian Keneijkan Pangkat Penyesuaian Badan Kepegawaian Dasrah Mengganti Peraturan Guberntr Nomor 42 tahun 2017 tenteng Izin Belajar, Trimnalan IE
liazah, dan Ufian Dinas Ujian Kenaikan Panglat Penyesuaian Jjazah, Ujian Kenaikan Pangkat
Peningkatan Fendidikan dan Uflan Dinas sebagaimana telah divhah dengan
Perattiran Gubernyir Nomor 70 Tahun 2019 dikarenakan menyesuaikan
perkembangan kebutuhan terkeit materi ujian, Ujian Penyesusian ljazah SMP
dan peraturan perundang-uindangan terkeait Ujian Peningkatan Pendidikan
72 |Mekanisme Penyelesaian Kasus Pelanggaran Disiplin | Badan Kepegawaian Daerah 1. Materi muatan sudah tidak relevan dengan Peraturan, Pemerintah Nomoz 04 Triwulan I
Pegawai Neger Sipil Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negerd Sipil .
2. Menyssuaikan kebutuhan erganisasi untuk mencabut Peraturan Gubernur
Nomor 4 Tahun 2012 tentang Dewan Periimbangan Kepegawaian
73 |Tunjangan Hati Raya dan Gaji ke- 13 Badan Kepegawaian Dasrsh, Menyesuaikan ketentiuan peraturan perundang-undangan Trivnlan II




Temabahan Penghasilan bagi Pegawai Pemerintah Badah Kepegawainn Drerah Menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Na 48 Tahun 2018 {entang
dengan Petjanjian Kerja Mengjemen Pegawai Pemmerintah dengan Perjanjian Kerja dan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Teknis Pemberian (Gafi
dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perfanjian Kerja yang Bekerja
pada Instanst Pemerintah .
75 |Tambahan Penghesilan bagi Pegawai Negeri Sipil Badan Kepegawaian Daeral; Menyesuaiken ketentuan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomar 900- Triwwlan 11
4700 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Persctufuan Menteri Dalam Negeri
terhedap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur 5ipll Negara di Lingkungan
Pernerinteh Daerah
76 [Penghargaan Bagi Aparatur Sipil Nepar, Berprestasi Badan Kepegawsian Dasrah Menyesuaikan dengan Peratiran Pemerintah Nomor 11 Tabun 2017 tentang Teiwlan [
Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tslah diubab dengan Peraturan
Pemerintah Nemor 17 Tshun 2020 tentany Perubahan ams Persturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Mansjemen Pegawal Negeri Sipil
77 |Pedoman Pengelolaan Penyedia Jasa Lainnys Grang Badan Kepegawaian Daerah Menyesuaikan perkembangan kebutuhan Pengelolaan FJLP sertn Triwulan I
Ferorangan, menindaklanjuti Feratiran Presiden Nomor 64 Tahun 2020 teatang
Perubahan Kedua stas Peratiran Pregiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang
Jaminan Kesehatan
78 |Pencabutan Peraturan Gubermur Nomor 272 Tahug Baden Kepegawaian Daerah Menyesuaikan dengan, Perainran Menter Aparatur Negara dan Reformasi- Triwnlan 1
2014 tentang Standar Kompetensi Jabaten Pimpinan Birokrasi Nomor 38 Tzhun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan
Tinggi Pratama dan Jabatan Administrast dan Aparatur Sipil Negarg,
Peraturan Gubemnur Nomor 158 Tahun 2015 tentang
Standar Kompeterisi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya
Beputi Gubermw
79 |Tata Cara Penempatan Dalam Jabatann Jabatan Badan Hepegewaisn Deerah Menyesuailmn dengan kebijakan dan kebatuhan organisasi Triwulen II1
Felaksana dan Jabatan Fungsional
80 |Mutasi Pegawai Badan Kepegawaian Dagrah Tertib administrasi dalam pengelolaan mutasi pegawai Triwulan I
21 (Pencabutan Permturan Giybermur Nomer 24 Tahun |Padan Kepegawaian Dastah Materi muatsn sudah tidak relevan dengan peraturan perundang-undangan Triwulan I51
2008 tentang Pengatnran Jam Kerja bagi Para Fegawai dan perli menyesuaikan dengan kebijakan dan kebutuhan organisasi. Matexi
yang Bekerja di Lingkungan Pemerintah Provinel muatan aken ditetaplan dalam keputusan
Daerah Khusus 1hukots Jakarta
82 [Tata Cara Permohonsn dan Pemberian/Penangguban |Badan Kepegawaian Dacrah Penyesnaian terhadap perubahan Yetentuan mengenad cuti pada Feraturan Trivwlan [T
Cud Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tenteng Perubahan Atas Peratiran
Femerintah Nomor 11 Tahen 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil




Tata Cara Penunjukan Fegawai Negerd pﬂ agai
Pelaltsana Harian dan Pelaksana Tugas Pejabat
Struktural

B cha.mn Daerah

i Sl
Materi muatan sudah tidek relevan dengan Feraturan Menteri PAN-RB Nomor
22 Tahun 2021 tentang Pola Karier Pegawai Megeri Sipil

Pemberian Rekomendasi HGB di atas HPL Pemerntah
FProvingi DEI Jakarts,

Badan Pengelolaan Aset Dagrah -

“Ketentuan 2ebih lanjut mengenai pernberian tnsentit sthagaimana dimaksud
pads ayat {2) dan ayat (3) diatur dengan Peratuzan Kepals Daerah."

1. Mencabnt Peraturan Gubernur Nomer 23¢ Tahumn 2015 tentang Tata Cara
Pemberian Rekomendasi Atas Permohonan Sesuatu Hak Di Atas Bidang Tanah
Hak Pengelolaan Tanak Eks Desa Dan Tenah Fks Kota Praja Milik{Dikuasai
Pemerintah Provinsi Daersh Khusus Ibukota Jakarta schagaimana felah

dinbah terakhir dengan Peraturan Gubernur Memer 217 Tahun 2016 {entang
Pertibahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 238 Tahun 2015,

2. Penyesuaian kebutuhan Perangkat Daersh dalam rangha menindsklanjut
Pasal 52 ayat {2) hurof f Peraturan Guberpur Nomor 59 Tabun 2021 tentang
Organisesi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Aset Daerah untuk tupolesi Unit
Pengelola Manajemen Aset yang bertunyi:

"Pelalesanasn penelitian dan enalisls pasar properti serta pelayanan kensultasi
dan penilaian aset yang dikelols Unit Pengelola Mannjemmen Aset, termasult
penggunaan hak guna bangunan di atas halk pengelolaan lahan, pemantaatan
aset infrastruktur untuk menara scluler, jaringan milerosel dan relkdame ®

as

Pengelolaan Menara Seler dan Infrastroktur di atas
Ruang dan fatau di Bawah Ruang Milik Pemerintah
Provinsi DKI Jakarts

Badan Pengelolaan Aget Dasrah

Penyesngian kcbutuhan Peranglhat Daerah dalam rangks menindaklanjuti

Pasal 52 avat (2) huruf f Peraturan Gubernur Nomor 5¢ Tabun 2021 tentang
Organiaasi dan Tata Kerja Badan Penpelolaan Aset Dacrah untuk tupaksi Unit
Pengrelola Manajemen Aset yang berbury:

“Pelaksanagn penelitian dan analisis pasar properti seria pelayanan konsultasi

‘|dan penilaian aset yang dikelola Unit Pengelola Manajemen Aset, termasuk

PEnZTUTAAD hak guna bangunan di atas halk pengelolaan Jahan, pemanfaatan
aset infrasirukiur untuk menare seluler, Jaringan milerosel dan reklame.®

Triwulan IT

86

Penctapan Tarif Sewa Reklame pada Sarana dan
Prasarana Kota

Baran Pengelolann Asst Daerah

Penyesuaian kebutuhan Perangkat Dasrah dalam rangka menindaklanjuti
Pasal 52 ayat (2) haruf f Peraturan Gubernur Nomor 59 Tehun 2021 tentang
Organisas] dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Aset Dasrah untuk tupoltsi Unit
FPengelola Manajemen Asget.

Triwulan IT

87

Tats, Cara Lelang Reklame pada Sarans dan Prasarana,
Kata,

Badan Pengelolaan Aset Darrah

Penyesuaian kebutnhan Perangkat Daerah dalam rengka menindaklanjuet
Pasal 52 ayat (2) huruf f Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2021 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Aset Dacrah untuk tupoksi Onit;
Pengelola Manajemen Asst.

Triwtlan [T

88

FPenetapan Titik Lelang Rekiame

Badan Fengelolasn Aset Daergh

Penyestaian kebutuban Perangkat Daerah dalam ranghka menindaldanjuyti
Pagal 52 ayat {2) hnruf{ Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2021 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Aset Daerah untuk tupoksi Uit
Pengelola Manajemen Aset

Triwulan IT




Pedoman Pem erian Insentif kepada Pejabat atan
Pegawal di Lingkunpan Pemerintah Provinsi DRI
Jakarta ataz Pemanfaatan Barang Milik Deersh

Badan Pengelolaan Aset Daerah

Implementasi Pasal 4 ayat (5] Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63

Pejabat atau Pegawai yang Melaksanakan Pergelolaan Barang M3 Daerah

Tahun 2620 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan/atan Tunjengan kepada

g

Tata Cera Pelaksanann Sews Barang Milik Dasrah,

Badan Pengelolaan Aset Daergh

Penyesuaien terhadap PP 2872020 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Dacrah

Triwulan It

a1

Tata Cara Pemanfaatan Barang Milikk Daerah Pinjam
Pakai, Ketja Samz Pemanfatann, Bangun Guaa
Serai/Bangun Serah Guna dan Ketja Sama
Penyediaan Infrestrukiur

Badan Pangelolaan Aset Daerah

Penyesnaian terhadap PP 2872020 tentatig Perubahan Ates Peraturan
Pemerintah Nomer 27 Tahun 2014 tentang Penpelolaan Barang Mililc
Megara/Darrah

Trivndlan 11

o2

Pedoman Penetapan Siatus Penggunaan BEMD

Badan Pengelolaan Aset Dasrsh

Revisi Keputusan Gubernur Nomor 144 Tahun 2014 tentang Mekanisme
Pelaporan Pengadaan/Penambahan dan Penetapan Status Penggunaan Asset
Tetap SKPD/UKPD

Triwulan 1

u3

Pedoman Pengamanan dan Pemeliharaan BMD

Badan Pengelolagn Aset Dacrah

Penyesnalan terhadap PP 2872020 tentang Perubghan Atas Feraturan
Pemerintah Nomer 27 Tahun 2014 tentang Pengelolazn Barang Milk
Negara/Dagrgh

Triwlan 1

94

Pedoman Penyusunan Rencana Kebutahan, Barang
Milik Daerah

Badan Pengelolaan Aset Dacrah

TL Laporan Hasil Pengawasan Inspektarat Jenderal Kementerian Dalam Negeri
Nomer 700/028-LHP/LI tanggal 31 Januari 2020 tentang hal LHP atas -
penyelenggeraan nrusan pemerintahan dasrah di liglungan pemerintah
provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2019 Tahkap IT

Triwulan IT

95

Penatansahasn Barang Milik Dasrah

Badan Pengelolaan Aset Darrah

Feraturan Mentert Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Carn
Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang MTlik Daerah

Triwulan I

96

Tata Cara Pelaksanaan Femindahtangansn,
Pembongkaran, Pemusnahan Dan Penghapusan
Barang Milik Daerah

Badan Pengelolaan Aset Dasrah

Revisi Keputusan Gubemur Nomer 1351 Tehun 1005 tentang Pedoman
Palarsanaan Penghapusan Barang Milik/Dikuasai Pemerintah Prov, DKI
Jakarta

Triwulan I

97

Tukar Menvkar Ates Berang Milik Daerah Yang
Terkens Pengembangan DanfAtan Pembebasan Lahan

Badau Pengelolaan Aset Dasrah

Penyesugian terhadap PP 28/2020 tentang Perubahen Afas DPeraturan
Pemerintah Nomor 27 Tahuno 20314 tentang Pengelolasn Bereng Milik
Negara/Darsrah

Toiwnlan I

a3

Fetigtlolaan Barang Milik Daerah cleh Baden Layanan
Umuin Daerah Unit Pengelola Manajemen Asct

Badan Penpgelolaan Aset Daerah

Peraturan Gubernur Nomeor 5% Tabun 2021 tentang Organisasi dan Tata Ketja
Badan Pengelolaan Asct Daerah




Tarif Layanzan Badan Layanan Umum Daerah Unit

Badsn Peagelolaan Aset Daerah

Prraturan Gubemur Nomor 56 Tahun 202] tentang {rganisasi dan Taia Kerja

Triwulan I

Penyelesaian Pekerjaan yang Tidak Terselesalkan Pada
Alhit Tahun 20272

DGaerah

penerimaan dan pengelearan akhir tahun

Pengelola Manajemen Aset Badan Pengelolaan Aset Daersh
100 | Standar Pelayanan Minimal pada Unit Pengelola Badan Pengelolaan Aset Daarah Peraturan Gubernur Nomer 59 Tabun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Triwtilan I
Manajemen Aset Bedan Pengelolaan Aset Daeral
101 |Peruhahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 119 Badan Penpelolaen Aset Daerah Penambahan ketentuan terkait Bengke! Umum Trlwulan I
Tahun 2019 tentang Pengelolaan Kendaraan Dinas
102  |Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomer 75 Tehun Badan Pengelolaan Aset Daerah Terdapat penyesuaian beberapa ketentian Triwnitan 1
2021 wertang Pemberian Bahan Bakar Minysk
Kendarasn Dirasg
103 |Analisis Standar Belanja Badan Penpelalaan Keuangan Peraturan Perundang-undangan [deisgasi) Triwulan IV
Daerah
104 |Sistem dan Prosedur Pengeiolaan Keuangan Daerah Badan Pengelolaan Kenangan Peraturan Perundang-undangan {delegasi) ‘Triwulen 1
Daerah
105 |Penjabarsn APED Tahun Anggaran 2022 Badan Pengelolaan Kevangan Peraturan Perundang-undangan (delegasi) Triwulan I
. Daerah
106 |Penjabaran Perubzhan APBD Tabun Anggaran 2022 Badan Pengelolaan Kevangan Peraturan Perundang-undangan (delegasi) Triwylan I1
Daersh
107 |Perubahan Atas Pergub Nomor 148 Tehun 2018 Badan Pengelolaan Kenangan Menmdaklanjuti Rancangan FME baru terkait P'cnyeléaa.ian Piutang Daerah Triwulan 11
tentang Tata Cara Penghapusan Pittang Dasrah Daerah yang tidak dapat discrahkan kepada PUPN
108 |Penjabaran PAAPBD Tahun 2021 Badan Pengelolaan Keuangan Peraturan Perundang-undangan [delegasi) Triwillan [V
. Daerah
109 |Bisiem Akuntansi Badan Pehgelolasn Keuangan Peraturan Perundang-undangen, jdelegasi) Trivndan IV
" Datrmh
110 |Bagan Akun Standar Badan Pengelolaan Keuangan Peraturan Perundang-undangan {delegasi) Towalan IV
Daersh
111 |Kebijakan Atmntansi Badan Pengelolaan Keuangan Peraturan Perundang-undangen (delegasi) Trwulan IV
Dacrah
112 |Penyusunan SOP Analisis Stander Belanja Badan Pengelolaan Keuangan Feraturan Prrundang-undangan (delegasi Triwuoian IV
Daerah
113 |Penerimasn dan Pengelnaran Dasrah Serta Baian Pengelolaan Kenangan Program Peninglkatan penatausahann kenangan dacrah dalam pelaksanaan Triwulan 111




Penyelesalan Tantutan Ganti Rugi Dacrah Terhadap

Badan Pengelolapn Kevangan

i 15
Peraturan Perundang-undangan {delegasi)

Triwulan I

Milik Daergh

Pegawal/Pejabat Lain Daerah
115 [Perubahan Atas Pergub Nomor 60 Tabun 2019 tentang |Badan Pengelolaan Kevangan Peraturan Perandang-undangan [delegasi) Triwnlan IV
Sewa Darang Milik Daerah Pada Badan Layanan Dagrah
Umuti Dacrah
116 |Pedoman Pengadasn BarangfJasa pads Badan Badan, Pengelolaan Kenangan Feraturan Perundang-undangan (delegaai) Triwulan IV
Loayanan Umum Daerah Daerah,
117 {Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 Badan Pengelolaan Kenangan 1. PP Numor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Kenangan Dasrah dan Triwulan IV
Daerah Permendsgri No 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolsan
Kenangsn Daergh
2, Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedomen Teknis Pengelolaan
Kenangan Daerah .
118 |Pinjamen Daerah Badan Pengelolaan Keuangan Perintah Peraturan Perndeng-undangan [delegasi) Triwulan IV
Dasrah
118 |Pengeluaran Deerah Mendahului Penetapan Anggaran |Badan Pengelolaan Kevangan PP Nomor 12 Tabun 2019 tentang Fengelolaan Kengngan Daerab dan Triwalan I
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 |Daemh Permendagri No 77 Tahun 2020 tentang Pedemen Teitnis Pengelolaan
Ketanpan Daerah
120 |Pergeserun Anggaran Pendapatan dan Belenja Daerah  |Badan Pengelolaan Keuangan PP Nomer 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerch dan Triwulan 1
Tahun Ariggaran 2022 Daerah Penpendagri No 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Telkmis Pengelolaan
Kenangsan Daerah
‘121 |Penunjukan PT Kerete Api Indonesisn [Perserc) sebagai |Badan Pembinaan Badan Usaha Rapim BEPRD tanggal 30 Julj 2021 Triwnlan [
pengelola Kawasan Berorientasi Transit Tanah Abang  {Milikk Dacrah
122 |Penugesan PT MRT Jakarta [Perseroda) sebagai Badan Pemibinasn Badan Usaha Instruksi Sekds Nomor 88 Tahun 2021 Trivralen I
Penpelola Kawasan Beroricntasi Transit Glodok-Kota  |Milik Daerah )
Tua, )
1223 |Pelimpshan Kewenangan dari Gubernur kepada Badan Pembingon Badan Usaha Pasal 3 ayat [4) Peraturan Pemerintah Nomor 54 talum 2017 tenteng Badan Triwulan IT
Peranglkat Daerah dalam Pembinasn BUMD Milik Dacrah Ustha Milik Daerah
124 |Peruhahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun |Badan Pembingan Badan Usaha Surat Jakpro Kepada Gubernur Nomor 1 L0fUTO000/X /2021 /0413 Tl 6 Trivulan I
2019 tentang Penugasen Kepada PT Jakarta Milik Dasrah Cktober 2021
Propertindo [Perseroda) dalam Pengembangan
Kawassn Qlahraga Terpadu
125 |Organ Padan Usaha Milik Dasrah Badan Pembinasn Padan Usaha Kebutuban SKPDH/BUMD Triwnlazn IT




Perubahan Atas Peraturan Guberpur Nomor 63 Tabun

Badan Pembinaan Badan Usaha

Surat PT Jukpro ke Gubernur ke Disbud Nomor 1 10/UTO000/X1/202) /0500

Triwulan 1
2019 tentang Penugasan kepara Perseroan Terbatas  {Milik Daerah tanggal 17 Novemaber 2021 hal Laporan Pembangunan Revitalisasi PJK TIM
Jakarta Propertindo (Perseroan Daerah) untuk
Revitalisasi Puset Kesenian Jekarta Taman Jemail
[Matzuld
127 |Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Daerah Badan Pembinaan Badan Usaha Kebutmhan SKFD/BUMD Triwulan II
Milik Deerah,
128 |Penetapan Pengelola Kawasan TOD Pegangssan Dua  [Badan Pembinaan Badan Usaha, Surat Biro PLH ke BOBUMD nomor 2099/-1,711.511 tanggal 8 Oktober 2021 Triwulan I
dan Kawesan TCOD Pulomas kepada PT Jakarta Milik Daerah hal Penyusunan Rancangan Peraturan Chibernur
Propertindo
122 |Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 20 Tehun |Badan Pembinaan Badan Usshe Memo Qubernur 19 April 2021 dan rapat i Asisten Perekonozalan pada Trivrulan I
2019 tentang Peougasan kepada Perseroan Terbatas Milik Deerah tanggal 19 Agustus 2021 dengan agenda paparan update rencans pelakzanaan
Transportasi Jakarta untuk Pembangunan, street furniture olzh BPAD Frovinsi DKT Jakarta
Revitalisasi, Pengoperasian dan Pemelihaan Halis dan
Fasilitas Pendukung Lainnya dalam rangka Integrasi
Transportasi Umum
13¢ |Penunjukan PT Kereta Api Indonesia (Perserd) sebagai |Badan Pembinasan Badan Usaha Rapim BEPRI tangpal 30 Juli 2021 Triwulen I
pengelola Kawasan Berorisntasi Transit Tanah Abang | Milik Dacrah
121 |Penunjukan PT Kereta Api Indonesia [Perserc) sebagai |Badan Pembinsan Badan Usah: Instruksi Gubernur DXI Jakarta No, 49 Tahun 2021 tentang Penyelesalan Isu Triwwlan [I
Pengelela Kawasan Berorientas! Transit Pasar Senen  |Milik Daerah, : Prioritas Dagrah Tahun 2021-2022
132 |Penunjukan FI Kereta Api Indonesia [Persero) sebagai |Badan Pembinean Badan Usaha Bagjan dari penataan stasiun Tahap I Triwulan I
Pengelola Kawasan Berorientssi Transit Manggarai Milik Daerah
132 |Penugasan PT MRT Jakarts [Perseroda} sebagai Badan Pembinsan Badan Usaha Instruksi Gubermer DET Jakarta No. 49 Tahurn 2021 tentang Penyelesaian sy Triwnelen IV
Pengelola Kawasan Berorientasi Transit Ancol Barat Milik Baerah Prioritas Daerah Tahun 2021-2022
134 {|Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 15 |Badan Pembinasn Badan Usaha KSD Tabun 202! (Penambehan Beghi]l dan Setinbudi) Triwulan IT
Tahun 2020 tentang Penugasan kepada PT MRT {Milik Paesrah
Jakarta sebagal Pengelola Kawasan Berorientasi
Transit Koridor MET Selatan-Utara Fase 1
135 |Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan Badan Pembinasn Badan Usaha Temuan BPKE atas Kincifa BPEUMD Tahun Buky 2016 Triwuian I
Fembubaran BUMD Milik Daerah,
136, |Penugasan Perusahaan Umum Dasrah Pembangunsn  {Eadan Pembinaan Badan Usaha Hasil rapat Pimpinan BKPRD Tanggal 20 November 2020 Triwulan I

Sarana Jaya schagai Fergeloln Kawasan Rarotan

Milik Daerah,




Organisasi dan Tata Kerja Pemsshean Umum Deersh

Badan Pembinaan Badan Uasha, Perintah Perundang-undangan, penyelenggarman kewenanngan
Pembangunan Sarana Jaya Milik Daerah
138 (Biaya Tatif Layanan Pengelnlaan Air Limbah DKI Badan Pembinaan Baden Usaha Penyatuan pergub tarif air limbah perpipaan dan ron perpipasn (L23T2) Triwulan IV
Jakaraia Mikk Dacrah
139 |Perubahan Organisasi dan Tata Kegia Pertsahaan Badan Pembinaan Badan Usaha Penyesuaian dengan Perda Ferumds PALJAYA Triwulan IV
Umum Dagrah FAL Jaya Milik Dasrah -
140 |Penugasan Kepada Perumda PAMJAYA Dalam Baden Pembinaan Badan Usaha Disposisi Gubernur atas Surat permohonan penugasan dari Dinas Sumber Triwulan I
Pengelolaan IPA dan Mobile Tangki Air Milik Darrah Daya Air
141 |Perubahan Organisasi dan Tata Kerja Pertisahaan Badan Pembinaan Badan Usaha Pagal 10 ayat 2 Perda Perumda Dharma Jaya Triwulan II
Umum Deerah Dharma Jaya Mitik Deerah
142 |Pelimpahen Kewenangan dari Gubernur kepeda Badan Pembinaan Badan lisaha Pasal 3 ayat (4} Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017 tentang Badan Trinulan I
Perengkat Daerah dalam Pembinaan BEUMD Milik Draerah Usaha Milik Daerah,
143 |Perubakan atas Peraturan Gubernur Nomer 26 Tahun [Badan Pembinaan Badan Usaha Penupgasan dar Guberaur Triwulan I
2019 {entang Penugasan kepada Pernsghaan Daerah  [Milil: Daerah
Air Minum Provins] Daerah Khusus Tbukota Jakarta
sebagai Pembeli Air Cursh Sistem Penyediaan Alr
Minum Regional Jatiluhur [
144 (Penugasan Perumda PAMJAYA untuk Sistem Badan Pembinaan Badan Usaha Penugasan dari Gubemur Trivwulan 1
Penyediaan Afr Minum Jatilwhur Milik Daerah
145 {Pemberian Insentif Dalam Rangka Pembinaan BUMD [Badan Pembinaan Badan Usaha Pasal 3 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomer 54 tabun 2017 tentang Badan Triwulaz [
Milik Daersh Usahg Milik Daerah
146 |Pedoman Pemberian Remunerasi Bagi Unit Pengelola  [Dinas Perunahan Rakyat dan Pasal 69 Peraturan Gubernur Nomor 165 Tahnn 2012 tentang Pola Triwulan 1
Dana Perumahan (UPDP) Kawasen Permultiman Fengelolaan Keuangan Badan Layanan Umin
147 |Standar Pelayanen Minimal Rumah Susun Sederhana |Dinas Perumehan Rakyat dan Schubungan dalam rangka meningkatkan kualitas dan menjamin mute Triwulan I
Sews Kawasan Permukiman layanan peramahan pada Unit Pengelola Rumah Susun dan unotk mementihi
salah satu persyaratan administratif penerapan Pola Pengelolaan Keuangan
Badan Layenan Umum Daerah (FFK-BLUD] pada Unit Pengelola Rurnah
Susun, maka perlu dilakukan penyusunen, penetapan, penerapan dan
TeNCAnA pencapaian standar pelayanan minimal serta untak
menyempilthakan Peraturan Gubernur Momor 37 Tabun 2014 tentang
Penyusunan, Penetapan, Penerapan, dan Rencana Pencepalan Standar
Pelayanan Minimsal Bidang Perumahan Rakyat,
148 |Penyelenggaraan Penataan Permukiman Dinas Perumehsn Rakyat dan Kegiatan Strategis Dagrah Triwllan 111
Kawasan Permukiman




Fengelolaan Rumah atay pung Sun Berbasis
Hoperagt

Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman

Kegiatan Stcgis Dae

150 [Perubshan Atas Peraturan Guberntr Nomor 111 Dinas Perumah=n Rakyat dan Fasal 39 Peratnran Menteri Nepara Perumahan Rakyat Nomor Triwulan I
Tahun 2014 tentang Mekanisme Penghunian Bumak Kawasan Permuliman 4/PERMEN/M /2007 tenteng Pengslnlazn Rumsah Susun Sederhana Sewa
Susun Sederkana Sewa

151 |Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor Sekretariat DPRD PP Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Admnistratif Plmpinan ‘Triwnlen NI
152 Tahun 2017 tentang Tenaga AhY dapn, Kelompok dan Anggota DPRD
Pakar/Tim Ahli Dewan Perwaldlan Rakyat Dagrah
Provins{ Daerah Khusus Ihukota Jakarta

152 |Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomeor 153 Sekretariat DFRD Usulan Komisi A DPRD Trivmlan 1T
Tahun 2017 tentang Belanfa Dewan Perwelkilan Rakyat |-
Daerah Provinsi DKI Jakarta '

133 |Pengelolaan Pemabkeman Dinas Pertamanan dan Hutan Kot Penjabaran Perda Nomor 2 Tahun 2007 Trivulan 1T

154 |Rueng Tecbuka Hijau Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Penjabaren dari Pasal 79 ayat (8] Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 202), Triwilan [

. tentang Rencana Tata Ruang Wilaysh Provinsi

155 |Kebijakan dan Strategi Daerah Provinsi Dasrab, Dinas Sumber Daya Adr Implementasi Perataren Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 {entang SPAM, Triwulen 110
Khusus Ibukota Jakarts Dalam Pengembangen Sistem Permen PU Nomor 27 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan SPAM, Fermen PU
Penyediaen Adr Minugm Nomor 13 Tahun 2016 tentang Kebijaltan dan Strategi Nasinngl

Pengembangan SPAM :

156 |Penugasan Kepada Perseroan Terbatas Jakarta Dinas Bing Marga Kegiatan Strategis Daerah dan Pelaksanasn SJUT pleh BUMD Penerima Triwulan I
Propertindo (Perseroan Daerah) datam Penugasan dirasa belum sesuai dengan amanet Pergub pentugazan
Penyelenggaraan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu mengeantikan Pergub Nortor 110 Tahun 2019 sebegaimana telah diubah

dengan Pergub Nomer 69 Tahun 2020

157 |Penugasen Kepada Perusshean limum Daerah Dinas Bina Marga Hegiatan Strategis Dacrah dan Pelaksanaan SJUT oleh BUMD Penerima Triwulan 1T
Pembangunan Serana Jaya Dalam Penyelenggaraan Penugasan dirasa belum sesuai dengan amanat Perg;u_b pecugasar,
Sarans Jaringan Utlitas Terpadu mengeantiltan Pergub Nomor 70 Tahun 2020

158 |Pedoman Penyelenggaraan Infrastruletar Jaringan Dinas Bina Marga Menindaldanjuti Raperda trnteng Jaringan Utititas Triwulan [T
Utilitae

159 |Pembangunan dan Peningkatan Kualitas Complete Dinas Bina Marga, Pasz] 46 ayat (t) Peraturen Daerah Provins: DKI Jakarta Nomor 5 Tehun 2014 “Triwulan I
Street Secara Terpadu tentang Traasportasi

160 |Pedoman Penetapan Nema Jelan, Taman, dan Dinas Bina Marga Pasai § ayat (3} Peraturan Femerintah Normor 2 Tahun 2021 tentang Triwulan I
Bangunan Umum di [fasrah Khusus Ibukota Jakarta Penyelengparaan Nama Rupabimi

161 |Pengalihan Bentuk Kewajiban Kontribusi Tambahan Dinas Bina Marga Pasal 18 Ayat [6) Peratutan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Prasamana, Ttiwulan IT

dalam lzin Pemanfaatan Ruang

Sarana, dan Utllitas Umum




Penerspan Standar Pelayanan Minims] Unisan
Pemerintaban Wajib Pelayanan Dasar

Revisi Permendagri Nomor 100 tahun 2018 tentang Penerapan Standar

Triwulan IT

Pelayanan Minimal
163 |Penanganan Prasarana dan Sarans Umum Tingkat Bire Pererintahan Penyesuaian Irisan Tuges dengan Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Triwulan Iv
Kelurshan
164 [Fedomtan Rukun Tetangga dan Rukun Wargs Birp Pemerintahan Penyesuaian dengan Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Triwnlan I1]
Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa
165 |Pedoman Standarisasi Kantor dan Rumeh Dinas Biro Pemerintahan L. Peniyesuaizn terhadap FP Nomor 16 ‘fahun 2018 tentang Bangunen Gedung Triwulen II
Jabatan Camat dan Lurah Negaa
2, Penyesuaian terhadap standar kebutuhan Iashan dan bangunan Kantor
Camat dan Lurah
166 |Perubahan Kedua Atas Feraturan Gubernur Nomor 93 |Dinas Penangpulangan Kebakaran Feraturen Daerah Nomer 8 Tahun 2008 Tentang Pencegahan den Triwulen I
Tahur, 2014 tentang Peran Serta Masyerakat Dalam dan Penyelamatan Fenangrulangan Kehaksran; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomer 364.1-
Pencegahan dan Penanggulangm Kebalkaran 306 Tabun 2020 Tentang Pedoman Pembinaan Relawan Pemadam Ksbakaran
167 |Pedoman Penyelenggarasn Hewan Kurban Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan Hegintan Stretegis Dasrah Triwulan I
dan Pertandan
168 |Pemanfratan dan Tata Cara Penyaliiran Benih Ttan Dinas Ketahansn Pangan, Kelautan Penyesuaian dengan perkembangan target sasaran Triwulan I
Hasil Balai Benih Tken Dinas Perikanan DKT Jakatta  |dan Fertanfan
169 |Pertanian Perkotasn Dinas Ketahanan Pangan, XKelautan 1. Instruksi Gubernur Ne.14 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pertanian Triwlan II
’ dan Pertanian Perkotasn :
2. Desain Begar Pertanian Perkotaan 2018 - 2030
170 |Pedoman Pemberian RemungTasi Pegawai Non ASN Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan Penyelenggaraan Kewenangan Pemprov DXI Jakarta Triwulan I
Pada Satuan Kerja Perangleat Daerah/ Unit Kerje dan Pertanian
Perangkat Daerah SBLUD Pusat Pelayanan Kesehatan
Hewan den Peternakan
171 |Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 64 Tahun [Dinas Ketahanan Pangan, Xelautan Penyelenggaraan Kewenangan Pemprov DET Jakarta Triwulan I
2017 Tentang Tarif Pelayanan Pusat Pelayanan dan Pertanian
Kesehatan Hewan dan Peterriakan
172 |Perubzhan Atas Peratiran Gubermnur Nomor 6 Tahun  |Dinas Ketahanan Pangan, Kelmrtan Penambehan sasaran penerima manfaat, pernbahan koefisien UMP, Triwilan |
2018 tentang Penyediaan dan Pendistribnsian Pangen  [dan Pertanian perubahan waktu pendistribusian dan perubahan penganggaran
dengen Harga Murah bagi Magyarakat Tertenhz
172 |Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 190 Dinas Ketahanan Panpan, Xelautan

Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pengendalian Mty
dan Keamanan Komoditas Hasil Pertanian

dan Pertanfan

Perubahan definisi dan ketentman umum, perubahen tuang inghup,
perubaban persyaratan muin dan keamanan pangan




Dinas Ketahanan Pangan, Kelauten

den Pertandan

diperlukan dukungan data dan terkendalinys inflasl diperluka.u dukungan
data dan informasi stolt serta harga pangan yang akurat dari herbagai sumber
pemilik pangan {pemerintah, penegak hukum, BUMN/ BUMD, para pelaku
usalia pangan, daerah produsen dan masyarakat)

175

Pemberian Rantuen Sosial Dalam Ranglea
Perlindungan Sosial

Dinas Soslal

1. Rancangan Peraturan Subsravr ini merupakan simplifikasi dari heberapa
Peraturan Gubemur yaitu:

Peraturan Gubernur Nomor 96 Tahin 2019 tentang Pemberian Bantuan Sesigl
Pemenuhan Kebotvhan Basar bagi Anals,

Peraturan Gubernur Nomor 100 Tahun 2019 tentang Pemberian Bantuan
Sosial Pemenuhan Kebutnhan Dasar Lanjut Usia, dan

Peraturan Gubermur Nomer 24 Tghun 2019 tentang Pemberian Bantuan Sosial
Pemenuhan Kebutuhan Dasar Penyandang Disabilitas.

2. Pazal 30 ayat § Peratiran Gubernur Nomor 35 Tahun 2021 tentang Tata
Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang mengatur bahsm persyaratan
peherima, bantean sosial dintur dengan Peraturan Gubernur.

Triwulan I

176

Sumber Daya Manusia Penyelenpgara Kesejahteraan
Sosial

Dinas Sosial

Pelalesanaan lebik lanjut famanat) Pasal 70 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun
2013 tentang Kesejahteraan Sesial

Triwulan I

177

Pedoman Pengangkatan Anak

Dinas Sosial

Merevisi Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2012 tentang lzin Penganghatan
Analk dan mengatur mengenal Tim, Pertimbangan [zin Pengengkatan Anak
(FIFA)

Triwulan IT

78

Pelayanan Kessjahteraan Anak

Dinas Sosial

Pelaksanaan lebih lanjut (amarnat) Fasal 20 Ayat {4) Peraturan Daerah No, 4
Tehun 2013 tentang Kesejahtersan Sosial

Triwulan IV

179

Rehabilitasi Sosial

Dinas Sosial

Pelaksanaan lebih Janjut famanat) Pasal 35 Peraturan Daereh No. 4 Tahun
2013 tentang Kesejahternan Sosial

Triwulan [V

180

Perubahan Ates Peraturan Gubernur No. 164 Tahun
2015 tentang Tats Cara Progelolasn (edung Sasana
Krida Karang Taruna

Dinag Sosiel

Perlu mengatur mengenai teknis pengelolasn aset Sasuna Krida Karang
Taruna (SKKT) ofeh Dinas Spajal khususnys dalam menangani kebersthan dan
perawatan.

Triwulan ITT




iy S 0
Peritbahan Atas Perattiran Oubermur Nomor 18 Tahua
2014 tentang Standar Pelayanan Panti

L. Pasal 57 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan
Tindak Fidana Perdagangan Qrang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah
wajib membuat kebijekan, program, kegiatan, dan mengalokasikan anpgaran
uniuk melaksanakan pencegahan dan pepanganan mesalah perdagangan
Drang.

2. Perlu dilatoukcan optimalisasi program dan Legiatan rehabilitasi sosiel bagi
Wanita, tuna suslia korban ektsploitasi sebagai upaya Pemerintah Dasrah
dalam meneegsh tindak pidana perdagangan orang.

3. Pasal 30 ayat (1) yang semula berbunyi “Jangka wakt yang diperinkan
dajam memberikan pelayanan terhadap WES dari tahap penerimaan sampai
dengan penyaluran, disesuaikan dengan berat ringannya permasalzhan yang
dihadapi WBS dan/atau paling lama 1 [saty tahun” diubah menjadi “Janpka
waliitl yang diperlulian dalsm memberites pelayanan terhadap WES pada Pant
Hostal Bina Karya Wanita sebagaimana dimaksud delam Pasal 11 dar tahap
penetitmasn sampal dengan penyaluran dilaksanakan / diselenggaraken
paling sedikit I [satu) tahun.”

Pengadaan Barang/Jasa Provinst DKI Jakarts

BarangfJasa

182 |Rampung Siaga Bencana [KSB) Dinas Sosial 1. Sesuai dengen Perataran Menter] Sosial No. 1328 Tabun 2011 tentang Triwulan IV
Kampung Siaga Beneane, Kampung Slaga Bencana [KSE] adalah wadah
Penanggulangan bencana berbasis masyarakat yang dijadikan
kawasan/tempat untuk program penanggulangan bencana.
2. Kampung Siage Bencans {(KSB} diharapkan dapat meningkatlkan kapasitas
masyarakat untule lebih sisp dalam menghedepi kerentanan dan resiko
bencana sehingga masyarakat yang tinggal didaersh rawan terjadi bencana
dapat melakulkan penanggulangan dengan tepat, cepat dan tangpap dengan
semangat gotong royong.
182 |Rencana Induk Pelestarian Kebudayaan Bstawij Dinas Kebudayaan Melaksanakan amanat Ferda No, 4 Tahun 2015 tentang Pelestarian Triwulan IV
' Kebudayaan Betawi .
184 |Pengelolaan Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Dinas Kebudayaan Melaksanakan KSD No. 19 Tahun 2021 renaksi Pergub Pengelolaan PHJ TIM Trivwulan 1T
Marzuld
185 |Penyelenggaraen Kegiatan Wisats Pertemnan, Dinas Pariwisata dan Ekonomi S¢bagai Pedoman Bagi Publik Dalam Melakzanakan Kegiatan MICE Trivulan I
-+ |Perjalanan Imsentif, Konvensi dan Pameran Kreatif
186  |Festival Sepanjang Tahun Dinas Pariwisata dan Fkonomi Schagai Pedoman Bagl Publik Dalam Menyelenggamakan Festival &f Frovinsi Triwulan II
Kreatif DHI Jakarta
187 |Perubzhan Atas Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun |Dinas Paniwisata dan Ekonoemi Sebagai pedoman investor untuk melalulean investasi pariwisata d1 Kepulauan Towlan IT
2018 tentang Penyelenggarasn Usaba Pariwisata Hreatll Seritm
188 [Kode Etik Pegawai di Lingkungan Badan Pelayanan Badan Pelayanan Pengadaan Berdasarkan Perpres No. 16 Tabun 2018 Triwulan I'v




i

189

Pengadaan Ba:angi.iasa melalui E—Marketpime

' Badan Felayanan Pengadaan Belum ada péy'tmg hukum fe:ks.it sisfem e-order Trowulan IV
dengan Sistemn E-Crder Barang/.Fasa :
190 [Penyclenggaraan Pengembangan Kompetensi dan Badan Penpembangsn Sumber Daya ¥ Sudah tidak relevan dengan pendekatan Jakarta CorplUJ Triwulan I
Sertifikesi Profes] Sumber Daya Manusia Mamasia
191 |Tata Cara Penynsunan Analisa Kebutuhan Baden Pengembangan Sumber Daya Untuk memenuhi kesenjangan kompetansi pegawei Trivwulan It
Pembelajaran [Learning Need Analysis) Manusia
192 {Pemyelenggeraan Pengembangan Kompetensi dan Baden Pengembangan Sumber Daya Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2017 tentang Penyelenggaman Triwulan IV
Sertifikasi Kompetensi Sumber Daya Manusia Manusia Pengemhangen Kompetenst dan Sertifikasi Profest Sumber Daya Manusia
193 |Perubaban Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor Badan Pengembangan Sumber Daya J Perlu pengaturan lebib lanjut tentang Tugas Belajar Trivwulan TV
111 Tuhun 2017 tentang Tugas Belajar Manuaia
124 |Mageng Aparatur Sipil Negara Badan Pengembangsan Sumber Days, Peraturan Gubemur Nomor 185 Tahun 2017 tentang Pedomean Pelatihan Luar Triwalan IV
Manusis Hegeri dan Pemagangan Bagi Pegawal ASN
195 |Pembentukan Pusat Data, Informast dan Teknologi Badan Pengembangan Sumber Daya Peraturan Gubernur Nomor 151 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Triwulen TV
Pengembangan Kompetensi Manusia Munsjemen Daerah
196 [Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 117 Dinas Kesehatan, Terif yang digtur di dalam Pergub 117 Tahuz 2012 Tentang Tarif Pelayanan Trisvulan II
Tahun 2012 tentang Tarif Pelayanan RSUD dan RSKD R3UD Dan REKD perlu dilakolan penyesusian
197 |Kesehatan Ibu dan Anak Dinas Keschatan Undang-Undang Nomar 52 Tahun 2000 t=ntang Perkembangan Triwnlan It
Kependudukan den Pembangunen Keluarga -
198 |Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomer I85 Dinas Kesehatan N Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Triwulan IT
‘Tahun 2017 tentang Konseling dan Pemeriksaan Masysrakat
Kesehatan bagi Calom Pengantin
199 |Perubahan Atas Peraturan Gubernnr Nomor 24 Tahtn |Dinas Kesehatan v Peraturan Menteri Kesehatan No,14 Tahyn 2021 tentang Standar Penunjang Towulan I
2015 tentang Tata Cara Pemberian Sertifikat Lail Kegiatan Usaha Kesehatan Lingkungan
Higiene Sanitasi Pagl Restoran/Rumah
Makan/Jasabogs
200 |Oerakan Masyaralzat Hidup Sehat Dinas Kesehatan + Peratuzan Menter] Perencanaan Pernhengunan Nasional/Kepala Badan Triwulan IV
Perencanaan Pembangunan Nasional Nemor 1] Tahun 2017 tentang Pedoman
Umum Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat
201 |Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomoar 95 |Dinaa Kesehatan + Perlu penyesuaian terkait lrelkhususan pemberian penghasilan Pegawni Non Trivatlan I
Tabun 2016 tentang Pedoman Pemberian Penghasilan ASN di Kepulauan Seribu,
Bagi Pegawal Non FNS pada SKPD/UKPD Bidang
Kesehatan
202 |Alat Keaehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Dinag Kesehatan Perinteh Undang-undang Republik ldongsia No 36 Tahun 2009 tentang Triwlan IT
Tangga {FERT}, Perusahasn Rumah Tangga Alat Kesehatan Bab XVIIT,
Keaghatan (PRT) dan Cabang Distribusi Alat Kesehatan
di Provinsi DKT Jakarta




Perubahan Atzs Peraturan Gubemr Nomor 89 Tahun
2017 tentang Penataan Pembinaan Pengawasan dan )
Pengrendalian Kefarmagian -

Dinas Keschatan

i Sk
Kewenangan daerah provinsi untuk menyesuaikan kebijakan terbam sesuai
pade Peraturan Menteri Kesehatan No 14 Tehun 2021 tentang Stander
Kegistan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan, Berusaha
Berbasis Risiko Seltor Kegehatan.

204 |Pegawai Non Aparatur Sipil Negara pada Unit Kerja Dinas Keschatan Turunan Undang-Undang Noteor S Tahun 2034 tentang Aparatur Sipil Negaza, Triwudan I
Perangkat Daerah Bidang Kesehatan yang Menerapkan Peraturan Pemerintah Nomaor 49 Mansjemen Pegawai Pemerintah dengan
Pola Pengelolaan Kevangan Badan Layanan Umim, Ferjaniian Kerja dan Permendagri 79 Tahun 2018 tentang Badan Layatian
Daerah Provinsi Daerah Khusus Ihukota Jakarts Umum Daersh,
205 |Perubahan Atas Peraturan Gubemur Nomor 51 Tabun |Dinas Kesehatan Setelah kelnasynya Pergub 51 mengenal remurerasi Kelas A, B dan C maka Triwulan I
2021 tentang Remunerssi Pegawai Rumah Sakit remunerasi di RSUD Kelas D tdak memilild payung huloum.
Umum Degrah dan Rumah Sakit Khmsus Daerah
206 |Tarif Layanan UPT Pusat Pelatthan Kesehatan Daereh  |Dinas Kesehatan Keputusan Gubetnur Nomor 646 Tahun 2021 tenteng Penctapan Pusat Triwulan IT
: Pelatihan Kesehatan Daerah sebagal BLUD
207 |Standar Pelayanan Minimal pada UPT Pusat Pelatihan Binas Kesehatan Eepmtusan Gubernur Nomor 626 Tahun 2021 tentang Penetapan Pusat Triwulan IT
Keschatan Daerah Pelatihan Kesehatan Daerah sebagai BLUD
208 [Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Haji Dines Keschatan Program Haji merupakan salah saty Program prioritas pemerintah sehingga Triwulan I
dalam penyelenggaraannya diperiukan sinergi kebijakan antara Pemerintah
Pugat, Pemerintah Dacrah dan Para Pihak Fang betkepentingan,
209 |Upays Keschatan Jiwa Masysrakat Dinag Kesehatan Amanah Ul No.18 Tahun 2014 tentang Kes¢hatan Jiva. Triwulan I1
21¢ |Pemeliharaan Eliminasi Malaoa Dinsas Kesehatan L. Seluruh Kota/Kah di Provinsi DKI Jakarta sudah mernerima sertifikat Triwalan I
' eliminasi malarig
2, Persiapan pencapaian statis eliminasi malaria tnglat provinsi,
211 |Pengendalizn Penyakit HIV AlDS Dinas Kesehatan Untuk mengakselerasi pengendaliag HIV AIDS df FProving DI Jakarta Triwulan 1T
212 |Pengeiolaan Jaringan Dokumentnsi dan Jnformasi Biro Hukum Permendegri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Fengelolaan Jaringan Triwulan I
Hukum Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalany Negeri dan
Pemerintaban Daerah
213 |Standar Operasinnal Prosedur (SOF) Biro Organisasi dan Reformagi Sudah tidak sesuai dengan perkembangan organisasi Triwulan [V

Birokrasi




226

Statistilc

Integrasi pengelolaan data

Organisasi den Tata Kerja Rumah Sakit Khusus Bira Organisasi den Reformesi Amanat PP Nomor 72 Tahun 20 1% tentang Pertbahen Atas Peraturan. Triwulan IV
Daerah Birokrasi . Pemerintah Nomeor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daersh.,
215 |Organisasi dan Tetn Xetja Peranghkat Daerah Biro Organisasi dan Reformasi Simplifikmsi Peraturan Guhemir terkait Organdsasi dan Tata Kerja peranghkat Triwulan IV
Rirokrasi daerah di Provinisi DK Jakarta,
216 |Organisast dan Tata Kerja Puskeamas Biro Organisasi dan Reformasi Amanat FP Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perangkat Daerah Triwulan IV
Birokrasi
217 |Perubahan Ketiga Atas Pergub Nomeor 1 Tahun 20017  |Bire Organisasi dan Reformasi Peryesnaian klasifikasi dan mekanisme pengisian jabatan pelaksana pada Triwulan IV
tentang Jabatan Pelaksans pada Satgan Ketja Birckrasi satuan dan jabatan tekais tinglat ahli
Perangkat Daerat/Unit Kerja Perangkat Daerah
218 [Pembentukan Organisasi dan Taia Kerja RSU Adivaksa |Biro Organisasi dan Reformasi Penyesuaian Organisasi dan Tata Kerja REU Adhyatesa Triwulan IV
: Birokrasi
219 |Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informast Publik dan  [Dinas Komunikaei, Informatia dan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publile Trivulan I1
Dokumentasi Pemerintah Provingi Daereh Khusus DET jStatistilc
Jakartz
220 (Pembangunac dan Pengembangan Aplikesi Sistemn Dinas Komunikazi, Informatika dan Tindak larjuf termean BPE B! dan Pedoman Teknis Triwrgdan I
Pemerintahan Berbasis Elektronik [SFBEE) Staustik
22} |Rencana Induk SFBE Dinas Komunikasi, Informatika dan 1. Peraturan Presiden SPEE 95 Tahun 2013 Trivwulan iy
Statistlk 2. Permenlromin fy Normor 2 Tahun 2019
222 |Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Ditas Kemunikasi, Informatika dan ‘| Sebagai pedeman bagi Petangkat Dasrah dalam Pengeloloan Manajemen "Trivrulan [V
Femerintahan Berbasis Elektronik [SFBE) serta Statistik |Beamanan SFBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elekironik)
Standar Telmis dan Prosedur Keamanan Siatern
Pemerinfahan Berbasis Elektronik (SPBE)
223 |Aplikaszi JAKI Dings Komunilasi, Informatika dan Terbitnya Pergub/regnlasi actian lainnya untuk memastikan JAKT sebagsi goe Trimlan I
Statistik stop app Pemprav DK? Jekarta (Blueprint arsiteldtur SFBE}
224 |EkKosistem Kota Cerdas Dinas Homunikasi, hvformatika dan Menyiapkan visi dan strategi kota dipital lintas Users Triwulan I
Statistik
223 |Perencanaan, Pengelolaan dan Pembangunan Dinas Kemunikesi, Informatika dan Pedomzan perencanaan, pengelolaan, dan pengembeangen infragiraktar Triwulan [V
Infrastrubtur Jaringan Intra Pemerintah Daerah Statlstik Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jekarts, dalam rengka
Provinsi DKI Jakarta wendukung implementesi Sistem Pemerintahan Berhasis Elektronik
Satu Pusat Data Dinas Komunikasi, Inforicatika dan Trmmian 1




Peneabutan Peraturan Gubernur Momor 25 Tahun
2017 tentang Pengendalian Lalu Lintas Dengan
Fembatasan Kendarasn Bermotor Melalui Sistem
Jalan Berbayar Elektronilc

Dinas Perhubungan

i, Telah disusun Rancanpan Persturan Daerah [Raperde} tentang Jalan
Berbayar Elektronik yang aken digunaken sebagai payung hukum yeng lebih
kuat, komprehensif dan terstraktur secars hierarki dalam rangka
penyelengearaan kebijekan pengendalian lalu lintas Jalan Berbayar Elektronik
di Provinsi BEY Jakarta.

2. Substansl penyelenggaraan Jalan Berbayar Elektronik yang diatur dalam
Peraturan Gubernur Nomeor 25 Tahun 2017 telah berbeda dengan rencana
penyelenggaraan Jalan Berbayar Elcktronik yang akan diflaksanakan [tertuang
dalam Reperda),

Jaringan Pada Terminal Antar Kata Antar Proving! 41
Daerah Khusus Ibukota Jeltarta

2. instryksi Menteri Perhubungen Nemor 11 Tahun 2017 tentang Sistem
Penjualen Tiket Angloutan Penumpang Umum Antar Kota Secara Elektronik.

228 |Pemabatasan Penggunsan Kendarsan Pada Ruas Jalan | Dinas Perhubungan 1. Aturan Eepemilikan Garasi. Triwulan I
Tertentu 2. Atyran Pemindahsn Kendaraan.

Untuk Penjabaran Pasal 62 sampai dengan Pasal 65, Pasal 130 dan Pasel 140
pada Peraturan Dagrah 5 Tahun 2014 tentang Transportssi

229 | Tarif Intsgrasi Dinss Perhubungan L. Kegiatan Strategis Daerah 20 Penciptaan Layanan, Transportasi Terintegrasi Triwulan I

melalui Jak Lingko.

2. Peraturan Gubernur Namor 97 Tahun 2018 tentang Tarif Integrasl
Angluten Penumpang Umum dalam Sistem Bus Rapid Transit,

3. Peraturan Gubemur Nomeor 53 Tahun, 2020 tentang Penugasan Kepada
Badan Usaha Mitik Daerah untuk Menyelenggaraken Sistem Integrasi
Pembayaran Antar Moda Transpartesi.

4. Peraturan Gubertiur Nomosr 34 Tahun 2019 tentang Tarif Angloatan
Perlicretaapian Mass Rapid Transit dan Kersta Api Ringar/ Light Raif Transit.

230 |Subsidi Moda Raya Terpacu dan Lintas Raya Terpadu  |Dinas PerBubunpgan Prraturan Gubernur Dagrah Khusus Ibuknts, Jakerta Nomor 107 Tahan 2019 Triwulan 1

tentang Subsidi Meda Raya Terpadu dan Lintas Reye Terpadu,

231 |Penugasan Kepada Perservan Terbawms MRT Jakarta  |Dinas Fechmbungen Perlu adanyn penyesusian terkait penyelenggaraan perkerctapian mengenai Triwulan Iy
untuk Penyelenggarean Prasarana dan Sarans Mass pendanasn, penugasan dan aset '
| Rapid Transit

232 |Penugasan Kepada Perseroan Terbatas Jakarta Dinas Perhubungan Perlu adanya penyesuaian terksit penyelenggaraan perkeretapian mengenai Triwulan IV
Propertindo untnk Penyelenggaraan Prasarana dan pendanaan, penugasan dan asst
Sarang Kereta Api Ringanf Light Rail Transit

233 |Alat Transportasi Berbasis Kayuh Dinas Perhubungan 1. Tindak Lanjut Rapat Gubernur; Triwulan 1

2. Pergturan Pemerintal Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan.
234 |Aplikasi Layanan Tiket Bus Secara Elektronik Dalam  |Dinas Perhubungan L. Kegiatan Stratepi= Daerah; Trivulan 1




At

S

235 |Perubahan Atas Peraturar Gubsrnur Nomor 62 Tehun |Dinas Perhubungsn 1 Pea.n Gubermnur Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kewajiban Pelayanan Triwulan [
2016 tentang Kewnjiban Layanan Publlk dan Publik dan Pemberian Subsidi yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
pemberizn Subsidi Yang bersumber dari Anggaran Belanja Daerah Kepada Perseroan Terbatas Trensportasi Jakarta.
pendapatan dan Belanja Daerah Kepada Perseroan 2. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK.
Terbatas Transporiagi Jakarta 3. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sistem Bus
Rapid Transit,
4. Peraturen Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik
Daerah.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman
Telnis Pengelolaan Keuangan Daerah.
235 |Pelayanan Gratis Transjakarta (Insentif Layanan, Dinas Perhubungan 1, Instruksi Gubernur Nomor 49 Tahun 2021 teatang Penyelesaian Isu Triwulan I
Angloutan Urnnm) Prioritas Dacrah Tahun 2021-20232;
2. Tindai Lenjut Hasil Pemeriksaan BPK.
237 |Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nemor 265 Dinas Perhubungan Peratran Daersh Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportas, Triwulan I
Tahun 2015 tentang Organizasi dan Tata, Ketja Dewan
Transportasi Kota Provinsi $3T Jakarta
238 |Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun |Dinas Perhuburpan Undang-Undang Lalu Lintas Nomer 22 Tahun 2009 tentang Lelu Lintas dan Triwulan I
2017 tentang Tarif Layanan Parkir, Denda Pelanggaran Anglutan Jalan,
Transaksl dan Biaya Penderelan dan Pemindahan
Kendaraan Bermoter
239 |Perubahan Atas Peraturan Qubernur Nomor 120 Dinas Perthubungan Undang-Undang Lalu Lintas Nemor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Triwulan 0
‘Tahun 2012 tentang Biaya Paridr Pada Angkutan Jalan,
Fenyelenggarean Fesilitas Parkir Untuk Umum di Luar
Badan Jalan
240 |Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukote  |Dinas Perhubungan Peraturan Dacrah Nomor 5 Tahuon 2012 tentang Perparkiran, perha Triwulan II
Jekarte Nomor 102 Tahun 2013 tentang Penyediaan menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyedisan dan Penyelenggaraan
dan Penyelenggaraan Fasilitas Parldr di Luar Ruang Fasilitas Parkir di Lnar Ruang Milik Jalan.
Milik Jalan
241 |Penyelenggaraan Jalan Berbayar Elektrongk di Frovinsi |Dinas Perhubungan Persinpan penyelenggaraan kebijaken pengendalian lala tntas Jalan Berbayar Triwulan Ifl
Daerah Khuisus Tbukeea Jakarta Elektronik di Provinst DKT Jakarta.
242 |Perubshan Atas Peraturan Gubemmur 33 Tahun 2019 |Dinas Perhuburigan Tindak Lanjut Hasil Pemerikssan BPK. Triwutan I71
tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor '
32 Tabun 2017 tentang Stander Pelayenan Minimal
Layanan Angkutan Umum Transjalarta
243 [Perubahan Atas Peraturen Gubernur Notnor O Tahun | Dinas Perhubungan Tindek Lanjut Hasil Pemeriksaan BPEK. Triwmlan I
2017 tentang Pengusahaan Angkutan Jalan dengan
Kendaraan Bermotonr




Tarif Layanan Jalan Berbayar Elektronik di Provinsi Dinas Perhubungan Persiapsn penyelenggaraan kebijakan pengendalian lsh lintas Jalan Berbayar Trwulan IV
Daerah Khusus Ibuketa Jakerta Blektronik di Provinsi DKI Jakarta deiam hal penecrapan skems tarif Jalan
Berbayar Elektronik yang akan diterapkan, termagsuk besaran dan
penyesuniannys.
245 |Swandar Pelayanan Minimum [SPM) Jalan Berbayar Dinas Perhubungan Penyiapan Standar Pelayanan Minimum {8PM) yang harus dipenuhi penyedia Teriwulan IV
Elektzanik di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Jasa dalam rangka Operasional Sistem Jalan Berbayar Elelctronik di Provinst
. DKIT Jakaria,
246 |Perubahan Atas Perafuran Gubernur Newor 67 Tahun |Dines Perhubungan Sesuaj dengan Pasal 7 ayat (1) diamanatken bahwa ‘Besaran Tarf Layansn Triwulan IV
2020 tcntang Tazif Layanan Unit Pengelola Terminal sebagaimans dirsaksud delam Pasal 4 dlevaluasi setiap 2 [dua) tahun atan
Terpadu Pulo Gebang (Berita Daerah Provinsi Daerah sewzktu-wakin sesnaj kebutuhan®,
Khusus Ibukots Jakarta Tahun 2020 Nomor 71 030]
247 [Pengengan Sankel Administratif Terhadap Felanggaran (Dinas Perhubungan 1. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Triwulan IV
Uji Berleala Kendaraan Bermotor Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomer 120, Tambehan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
2. Peraburan Metteri Perhubungen Nemer FM 133 Tahun 2015 tentang
Pengujian Berkala Kendarasn Bermotor [Berita Negara Republik Indontsia
Tahun 2015 Nomor 1296).
248 |Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Dinas Perhubungan 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; Triwnlan [V
Penyelenggaraan Perizinan Berusshs Berbagis Risike 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Bidang Felayaran yang Manjadi Kewenangen Daerah FPerizinan Berusaha Berbasis Risiko;
Khusus Jbuketa Jakarta 3. Peraturan Menterl Perbubungan Nomor PM 12 Tahum 2021 tentang Standar
Kegiatan Usaba Dan Produk Pads Penyclenggaraan Periziran Berusaha
Berbasis Risiko Sektor Transportasi.
249 |Standar Pelayanan Minirmal Terminal Penumpang Dinas Perhubsungan 1. Peraturan Guberniiy Nomor 56 Tahun 2012 tentang Pedoman Pensusunan Triwulan I
dan Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal;
2. Peraturan Daerah Nemor 5 Tahun 2014 tentang 'l"ranxporbasi;
3. Peraturan Meuteri Perhubingen Nomor 40 Tahun 2015 tentang Standar
pelayanan Minimurm Terminal
250 |Rencanaz Induk Perkeretaapian Perfotaan [RIPP) Dinas Perhubungan Scbagai turunan dari Rencana Induk Trensportasi Jakarta, Triwulan IV
251 [Penyelenggaraan Penyewaan Sepeda Terintegrasi Dinas Perthubungan 1. Bahwa berdasarkan Pasal 42 Peraturan Daexah Nomor 5 Tahun 2014 Triwulan [V
Angkutan Umum Massal tentang Transporiasd, lajur sepeda dilntegrasilean dengan prasarana angltutan
antarmoda termasuk pada stmpul angkutan umum massat {Transit Ordented
Development} dengan tujuan agar sepeda dapat difadikan salah satu alternetif
kendarsan untuk memotnng jarak penpmina angkutan umum massal dari dan
menuju stasfun ataw halte terdekat;
2. Bahwa saat ini tefah berkembang penyewaan sepeda oleh masyarakat yang
disediakan oleh penyelenggara sebagai kendarasn yang terintegrasi dengan
angkitan umum massal sebagaimana dimalksud dalam butir 1;
3. Bahwa untiuk menjatiin kepastian hukum, penyclenggaraan sepeda sewa
sebagaimana dimaksud dalam butir 2 perlu diatur dengan Peraturan
Gubernur.
252 |Pencabutan Peraturan Gubernur yang Terkait Tarif Dinas Perhttbungan Pasal 10 ayat (1) Pergub 68 Tatmn 2021 tentang Penyelenggarann Sistem Triwuden I
Transportasi Transportasi Terpadu dan Terintegmsi




Rencana Aksi Dacrah Penyandang Disabilitas Provinsi
DEI Jekorts,

Badan Perencanean Pembangunan
Daerah

Sesuel amanat PP Nomeor 70 Tehun 20105 tentang Perencanzsn,
Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan
Pemenubhan Hak Penyandang Disabilitas; dan Peraturan Menteri PPN/Kepala
Bappenas Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksznaan PP Nomor 70 Tahun
2019 tentang Ferencanaan, Penyelenggaraan, ¢dan Evaluasi terhadap
Penighormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Fenyandang Disabilitas

254

Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

Badan Perencanaan Pembengonan
Daerah

Sesuai amanat Perpres Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan
Penanggulangan Kemiskinan; dan Permendagri Nomor 53 Tahun 2020 tentang
Tata Kerfa dan Penyelarasan Kerje serta Pembinaan Kelembagaen dan Sumber
Daya Manusia Ties Koordinasi Penangegulangan Kemiskinan Provinsi den Tim
Koordinasi Penanggulangan Kemiskinen Kabupaten/Kota

Triwulan IT

255

Satn Data Indonesia Tinglkat Provinsi DKI Jakarta

Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah

Sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2010 tentang Satu Data
Indonesia, terutams pada ketentuan Pasal 21 &yat (5), Pasal 22 ayat (2} dan
Pasal 24 ayat (5} bahwa ketentuan labih lanjut mengenai walidata tinglkat
Daerah dan walidata pendukung, produsen data tingkat Dacrah serts,
Sekretariat Setn Data Indonesia tingkat Daerah diatur dalam Peraturan
Eepela Dacrgh

Triwntlan I

258

Rencana Pembangunan Daerah Provingi DX Jakarta
Tahun 2023-2026

Baden Perencanaan Pembanginan
Daerah

Sesuai paparan Bapak Drs, Nyoto Suwignyp, Direktur Perencanaan, Evalnasi
dan Informasi Pembangunsn Daerah, Direktorat Jenderal Bins, Pembangunan
Daerah, Kemeénterian Dalam Negeri pada rapat Teau Konsultasi Bappenas
tangeal 17 Hovember 2021

Triwulan I

237

Rencans Strategis Peranglkat Daerah Provinsi DKI
Jakarta Tehun 2023-2026

Bardan Perencanaan Pembangunen
Daerah

8Sesual paparan Bapak Drs, Nyoto SBuwignyo, Direktur Perencanaan, Evaluesi
dan Informasi Pembangunan Dacrah, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan
Daerah, Kementerian Dalam Negeri pada rapat Temn Konsitasi Bappenas
tangeel 17 November 2021

Trwufan II

258

Fencana Kerja Pemerintah Daersh Tahun 2023

Badan Perencanasn Pembangunan
Daerah

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Megeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Teta Cara Evaluasi Raneangen Peraturan Daerah Tetang Rencane
Pembangunan Jangks Panjang Dagrah Dan Reocana Pembangunan Jangla
Menengah Daerah, Serta Tata, Cara Ferubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjung Daerah, Rencana Pembangunan Jangka, Menengah Daerah, Dan
Eencana Kerja Pemerintah Daersh

Triwnulan [I

259

Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023

Badan Perencenaan Pembanganan
Daerah

Sesual dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomar 86 Tahun 2017 teatang
Tata Cara Perencanean, Pengendalian Dan Evaluesi Pembangunan Dacrah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Teteng Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Dasrah Den Rencana Pembangnnan Jangka
Menengah Daerah, Serta Tuta Cara Peritbahan Rencana Fembangunan Jangka
Panjang Dacrah, Rencana Pembangunan Janpksa Menengah Dacrah, Dan
Reneana Kerja Pemerintah Daergh

Triwulan IIT




Feruhahan Rencana Keifa Pemerintah Dacrah Tahun, Badan Fercncanaan Pembanpunan Sesual dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
2022 Daetah Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunen Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Dasmh Tetang Rencans
Pembangunan Jangka Panjang Dasrah Dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunen Jangha
Panjang Dacrah, Rencana Pemnbangunan Jangka Menengah Daerah, Dan
Rencana Kerja Pemerintat Daerah
261 |Perubahan Rencana Kerja Petangkat Dagrah Tehun Badan Perencansan Pembangunan Sesuai dengan Peraturan Menter Dalam, Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Triwulan I
2022 . Daerah Tata Cars Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Fembangunan Dasrah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tetang Rencans .
Pembanpunan Jangks, Panjang Daerah Dan Rencana Fembanminan Jangka
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Péembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menzngah Dacrgh, Dan
Reneana Keija Pemerintah Dacrah
262 |Wajilb Laper Lowongan Kerja dan Penempatan Tenaga [Dinas Tenaga Kerja, Transtuigrasi UL Noter 13 Tehun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Keppres Nomor 4 Triwulan II(
Kerja dan Energi Tahun 1920 tentang Wajib Lapor Lowongan Peket]asn serta Parmennaker
Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja
263 |Perubahan Atas Pergub Nomor 55 Tahun 2016 tentang |Dinzs Tenaga Kerja, Transmigrasi L. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Trivulan I0
Pelaksanean Jaminan Sosinl Bagi Tenaga Kerja dan Encrgt 2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun Takun 2051 tentang Jaminan
mclalui Badan Penyelenpgara Jaminan Spsial Kehilangan Pekerjaan
Ketenagakerjaan Menambahkan program jaminan kehilang pekerjaan pada Pasal 4
264 |Perubahan Ates Pergub Nomor 236 Tahun 2015 Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi 1. Undang-Undang No, 28 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Triwulan [V
tentang Usaha Penyediaan Tenaga Listtik dan Usghs  |dan Energi : Khusus Jbukota Jakarta sebagai Thukets Negara Kesatuan Republik Indonesia,
JJaze Penunjang Tetaga Listrik 2. PP Nomer 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Energi dan Swnber
Daya Mineral
265 |Perubahan Atas Pergub Nomor 90 Tahun 2017 tentang |Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi 1. Undang-Undang No. 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Dasrall - Triwmlan v
Petunjul Pelaksanaan Sertifikasi Ketenagalistrikan dan Energi Khusus Ibukoetn JSakarts sebagai [bukota Negara Kesatuan Eepublik Indonesia
2. PP Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggarasn Erergi dan Sumber
Daya Mineral
266 |Rencana Penanggulangan Bencana Daersh Provinsi Bedan Penanggulanpgan Bercana Update Pergub DKI No 143 Tahun 2015 tentang Rencana Penanggulengan Triwulan ITf
DK Jakarta 2022 - 2026 Dasrah Bencana Dacrah Provinsi DXI Jakarta 2014 - 2019
267 |Rencana Kontijensi Penanggulangan Bencana Banjir di |Badan Penanggilsngan Bencana Menggantikan Pergub Rencana Koatjensi Penanggulangan Bencana Banjir di Triwulan I
Provinsi DKT Jakarta 2023 Dazrrah Provinsi DXI Jakarta 3021
268 |Rencana Kontif=nsi Penanggulangan Bencana Gempa  |Badan Penanggulangan Bencana Menggantiken Pergub Rencana Kontijensi Penanggulangan Bencana Gempa di Triswulan 1
di Provinsi DKT Jakarta 2023 Daerah Provinsi DKI Fakarta 2021




Desain Besar Olahraga Provinsi DKI Jakarta Dinas Pemuda dan Olahraga Terbitnya Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar
Olahraga Nasional
270 |Penyesuain Tarif Retribusi Pelayanan Olahraga dan Dinas Pemuda dan Olahraga A Fenyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Olahraga dan Pemuda Triwulan IV
Pernuda
271 |Tata Cara Pelaksanaan Pembangunan Prasarana dan  |Dinas Pemuda dan Olahraga Penyelenggaraan kewenangan deerah Triwulan IV
Penyediaan Sarana Olahraga Aspirasi Masyarakat
272 |Penyelenggaraan Pekan Olahraga Dinas Pemuda dan Olahraga Penyelenggaraan kewenangan daerah Triwulan IV
273 |Kepramukaan Dinas Pemuda dan Olahraga Penyelenggaraan kewenangan dacrah Triwulan II




